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 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SEBELAS APRIL 
SUMEDANG 

ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA 
(BUMDES) DI DESA JATIMULYA KECAMATAN SUMEDANG UTARA 

KABUPATEN SUMEDANG 

Disusun oleh: 

NAMA  : M.Fadel.Purnama.Aji 
NPM   : E1735223017 
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  

 
219 halaman, 5 bab, 76 tabel, 10 gambar,7lampiran 

Daftar pustaka 31 Buku dan 5 dokumen. 
 

 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah kebawah yang 
berprofesi sebagai petani di setiap Kecamatan dan Kabupaten tujuan penelitian 
untuk mengetahui Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Menteri 
Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga 
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 
mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten 
Sumedang. 
 Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi 
Teknik penentuan informan penelitian, yaitu purposive sampling. Dengan jumlah 
informan penelitian sebanyak 4 orang Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan, Kepala Seksi Alat mesin, Pupuk dan Pestisida, Penyuluh Kabupaten, 
Penyuluh Kecamatan(Unit Pelaksana Teknis Daerah). 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan alokasi dan 
harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani belum terkelola 
dengan baik sehingga kebijakan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk 
bersubsidi mengenai kartu tani belum merata dengan optimal, karena ada 
beberapa yang harus diperbaiki seperti kurangnya potensi sumber daya 
manusia,dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat dan sosialisasi yang 
belum baik, maka perlu upaya dengan miningkatkan kualitas kemampuan sumber 
daya manusia, sumber daya finansial, dan memperbaiki pola komunikasi dengan 
masyarakat. 
 Saran yang dapat diberikan yaitu agar meningkatkan kualitas kemampuan 
sumber daya manusia, miningkatkan koordinasi, dan sosialisasi secara rutin serta 
metode sosialisasi harus lebih variatif . 
 
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Tani 
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HIGH SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (STIA) ELECTION 
APRIL SUMEDANG 

ABSTRACT 

Arranged by: 

      NAME     : M.Fadel Purnama Aji 
      MAIN NUMBER    : E1735223017 
    STUDY PROGRAM: STATE ADMINISTRATION SCIENCE 

 
219 pages, 5 chapters, 76 tables, 10 pictures, 7 attachments 

Bibliography 31 Books and 5 documents. 
 

 Improving the welfare of the lower middle class who work as farmers in 
each sub-district and district research objectives to know How to implement the 
policy of the Minister of Agriculture of the Republic of Indonesia Number 01 of 
2020 concerning the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizer 
in the Agricultural Sector in Fiscal Year 2020 concerning Farmer Cards in the 
Department of Agriculture and Food Security Sumedang. 
 The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used 
are interviews, observations, library studies and documentation Techniques for 
determining research informants, namely purposive sampling. With the number of 
research informants as many as 4 Secretary of the Department of Agriculture and 
Food Security, Head of The Section of Machine tools, Fertilizer and Pesticides, 
District Extension, District Extension (Regional Technical Implementation Unit). 
 The results showed that the implementation of the allocation policy and the 
highest retail price of subsidized fertilizer on farm cards have not been managed 
properly so that the allocation policy and the highest retail price of subsidized 
fertilizer on farm cards have not been evenly distributed optimally, because there 
are some that must be improved such as lack of human resource potential, and 
lack of communication with the community and socialization that has not been 
good , it is necessary to make efforts by improving the quality of human resources, 
financial resources, and improving communication patterns with the community. 
 The advice that can be given is to improve the quality of human resources 
capabilities, improve coordination, and socialization on a regular basis and 
socialization methods should be more varied. 
 
Keywords: Implementation, Policy, Farm Card 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

 Dalam praktiknya, program kartu tani ini di mulai sejak 2017 hingga 2020 

tercatat sudah sekitar 80.898 kartu yang berhasil didistribusikan kepada para 

petani di semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Namun 

dari puluhan ribu kartu tersebut kini belum bisa digunakan di karenakan terblokir. 

Kartu tani bisa terblokir karena sudah lama tidak digunakan dan ada kesalahan 

memasukan PIN saat mengoprasikan kartu tani tersebut. Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor. 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020  di dalamnya 

menerangkan tentang alokasi pupuk bersubsidi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) 

dan Kartu Tani. Bertujuan ingin mensejahterakan rakyat dengan membuat suatu 

program kebijakan yaitu kartu tani, namun para petani yang kurang melek akan 

teknologi tidak tahu karena kebanyakan petani tinggal di daerah pelosok dan 

susah mendapatkan jangkauan signal provider sehingga susah untuk mencari 

informasi tentang program ini, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dituntut untuk 

mendata para petani dan menverifikasinya, sedangkan para petani membutuhkan 

informasi tentang program tersebut, maka dari itu PPL diharuskan untuk 

memberikan informasi yang intens, supaya para petani mengerti dan paham.  

 Banyak petani yang mengeluh dikarenakan ketidakseimbangan harga 

pupuk. Kegiatan pertanian didominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan 
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untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Kini pemerintah 

sedang gencar-gencarnya dalam pelaksanaan pupuk bersubsidi untuk 

mensejahterakan rakyatnya khususnya yang berprofesi sebagai petani, pupuk 

bersubsidi ini dilaksanakan bersamaan dengan program kartu tani karena saling 

baerkaitan, yang dimana kartu tani ini digunakan untuk transasaksi penebusan 

pupuk bersubsidi, kartu tani ini sebagai inovasi baru dari pemerintah dalam 

mensejahterakan masyarakatnya, kartu tani ini dilengkapi dengan teknologi yang 

mutahir, kegunaan kartu tani ini selain untuk transaksi penebusan pupuk 

bersubsidi akan tetapi bisa digunakan untuk menabung dan melihat hasil 

penjualan panen para petani. Kartu tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh 

perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk 

bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture dipengecer resmi.  

 Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penyediaan, dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi TA 2020 (revisi) terdapat syarat-syarat untuk membuat kartu tani 

semua provinsi harus wajib membuat RDKK menjadi e-RDKK  dengan 

mekanisme secara berikut.  

1. Penyuluh pertanian melakukan pendampingan dalam penyususnan RDKK 

dikelompok tani untuk semua sub excel sesuai dengan format e-RDKK, lalu 

diserahkan kepada admin e-RDKK. 

 
Gambar 1.1 Pengusulan Kartu Tani 

Sumber: psp.pertanian.go.id 
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2. Admin e-RDKK mengupload data soft copy RDKK tersebut dalam sistem 

e-RDKK Kementan 

3. Kordinator penyuluh (KorLuh) memverifikasi dengan membandingkan 

data yang sudah di-upload dan data hard copy RDKK yang sudah 

disepakati dan disetujui oleh penyuluh 

4. Data yang sudah diverifikasi oleh Korluh akan diverifikasi oleh Kepala 

Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyuluhan ditingkat 

kabupaten secara berjenjang 

5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten membuat persetujuan secara 

electronic dalam sistem e-RDKK Kementan 

Tabel 1.1 
Alokasi dalam Kartu Tani 

 
No Uraian Metode 
1. Pengisian awal Pengisian awal alokasi pupuk dalam Kartu 

Tani sebesar dosis standar per hektar per 
jenis komoditas. Bila belum ada dosis 
standar yang ditetapkan maka sesuai dengan 
usulan dalam RDKK. 

2. Perubahan  
2.1 Pendaftaran petani baru Setiap    kali    ada    pendaftaran petani  

baru,  pengisian  alokasi pupuk dalam 
Kartu Tani sebesar dosis standar per hektar 
per jenis komoditas. Bila belum ada dosis 
standar  yang  ditetapkan  maka sesuai   
dengan   usulan   dalam RDKK. 

2.2 Pindah, Meninggal, Tidak 
Bertani Lagi 

Setiap kali ada petani pindah, meninggal 
atau tidak bertani lagi, alokasi pupuk dalam 
Kartu Tani akan ditarik. 

3. Realokasi pupuk bersubsidi Bila     ada     realokasi     pupuk 
bersubsidi,      tidak      merubah 
alokasi dalam Kartu Tani tetapi 
yang    berubah    adalah    Surat 
Keputusan  Kepala  Dinas  yang 
menetapkan     besaran     plafon 
alokasi wilayah. 

Sumber: psp.pertanian.go.id 
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 Dari mekanisme diatas, pengendalian terhadap penggunaan anggaran adalah 

dengan penetapan alokasi baik melalui Peraturan Menteri Pertanian maupun Surat 

Keputusan Dinas, sehingga produsen/distributor/kios menjadikan permentan/ SK 

Kepala Dinas sebagai pengendalian penyaluran pupuk bersubsidi. Tujuan dari 

kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran 

dengan berlandasakan pada enam asas yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, 

tepat lokasi, tepat waktu, tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani 

mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan diseluruh agen atau kios 

yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa 

terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi, kartu tani juga bertujuan untuk 

petani yang dapat digunakan untuk menabung memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 Permasalahan pada pendistribusian pupuk menjadi permasalahan yang 

sering dihadapi oleh para petani khususnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi 

dari pemerintah. Hal tersebut antara lain ditunjukan dengan seringnya terjadi 

kelangkaan pupuk bersubsidi, terlambatnya distribusi pupuk bersubsidi, dan 

subsidi yang tidak tepat sasaran. Dampaknya adalah harga pupuk di tingkat 

pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang di 

tetapkan, dan mengakibatkan pemupukan tidak berjalan optimal. Harga   Eceran   

Tertinggi   (HET)   Pupuk   Bersubsidi   sebagaimana ditetapkan  dalam  

Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor.10  Tahun 2020, sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 
Jenis Pupuk bersubsidi dan HET 

 

JENIS PUPUK 
HARGA 

(Rp/Kg) (Rp/ZAK) 
UREA 1.800 90.000 (@50 Kg) 
SP36 2.000 100.000 (@50 Kg) 
ZA 1.400 70.000 (@50 Kg) 
NPK 2.300 115.000 (@50 Kg) 
ORGANIK 500 20.000 (@40 Kg) 
NPK FORMULA KHUSUS 3.000 150.000 (@50 Kg) 

Sumber: psp.pertanian.go.id 

 HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini 

IV (Pengecer Resmi) secara tunai dalam kemasan 50 Kg untuk pupuk Urea, SP36, 

ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 Kg untuk pupuk organik.  

 Didalam mengatasi kelangkaan pupuk untuk masyarakat yang mengalami 

masalah pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden Nomor.7 

Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang 

berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi pupuk 

bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi TA 2020 (Revisi) Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan 

yang pengadaan dan penyaluranya mendapat subsidi dari pemerintah untuk 

kebutuhan petani di sektor pertanian. Para petani untuk mendapatkan pupuk 

bersubsidi harus mendaftarkan terlebih dahulu dan harus memiliki kelompok tani 

mendaftar kartu tani bisa dengan cara online, dan untuk transaksi penebusan 

pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani, sebagaimana yang tercantum 

pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan 

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 

. 
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Gambar 1.2 

Flowchart Pembuatan Kartu Tani 
Sumber: Kabartani.com 

 

Gambar 1.3 Penertbitan Kartu Tani 
Sumber: psp.pertanian.go.id 

 
1. Data e-RDKK yang sudah disetujui oleh Kasditan, akan diambil secara 

elektronik oleh Bank kemudian diverifikasi. Apa bila datanya sesuai 

dengan persyaratan perbankan akan diterbitkan kartu tani. 

2. Data yang dikembangkan oleh Bank, akan diteruskan kepada koordinator 

penyuluh 

Pendaftaran 
•Petani harus sudah bergabung dengan Kelompok Tani
•Mengumpulkan fotocopy e-KTP dan tanda kepemilikan tanah bukti 
setoran pajak tanah, bukti sewa, dan anggota LMDH

Pendataan dan Verifikasi data RDKK
•PPL melakukan pendataan dan verifikasi kelapangan(NIK, Luas Lahan, 
Komoditas dan Jenis Pupuk)
•PPL mengupload data petani ke dalam SINPI

Upload RDKK

Upload Alokasi Pupuk Bersubsidi
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3. Koordinator penyuluh akan memerintahkan penyuluh untuk memperbaiki dan 

melengkapi data petani yang kurang  

 Penyuluh akan memperbaiki dan melengkapi data petani yang kurang. 

Setelah lengkap, penyuluh akan menyerahkan kembali data kepada admin 

kecamatan untuk diupload sebagaimana proses awal. Kelengkapan yang harus 

diserahkan ke Bank yaitu sebagai berikut. : 

1. Dokumen yang diperlukan: fotocopy e-KTP dan KK 
2. Petani hadir di Bank Mandiri/tempat yang telah ditentukan 
3. Menunjukan e-KTP asli dan menyebut nama ibu kandung  
4. Petugas melakukan pengecekan server Bank Mandiri 
5. Proses pembuatan Tabungan 
6. Penyerahan tabungan Mandiri dan  Kartu Tani oleh pegawai Bank Mandiri 

 
 Hasil observasi sementara di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa terdapat beberapa indikasi yang mengarah 

kepada implementasi kebijakan yang belum optimal, dengan gejala-gejala antara 

lain: 

1. Belum adanya kesiapan pada kios pupuk yang akan melayani kartu tani terkait 

dengan perangkat yang akan digunakan, mengingat kartu tani cara 

menggunakannya dengan digesek seperti ATM  untuk membeli pupuk 

bersubsidi tersebut. Sehingga parapetani mengalami kesulitan dalam pembelian 

pupuk bersubsidi. Maka dari itu sarana prasarana sangat diperlukan untuk 

berjalanya pelaksanaan program kartu tani 

2. Adanya ketidakpahaman para petani dalam menggunakan kartu tani karena 

para petani kurang informasi dalam tatacara penggunaan kartu tani dari petugas 

penyuluh lapangan. Informasi tersebut merupakan informasi penting untuk 
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masyarakat/parapetani. Maka dari itu petugas penyuluh lapangan harus pandai 

dalam memberikan informasi kepada parapetani. 

3. Keterbatasan sumber daya untuk mendukung berjalanya pelaksanaan kartu 

tani. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya dukungan untuk sumber daya manusia 

yang berkompeten. Maka dari itu sumber daya manusia yang berkompeten 

akan berpengaruh dalam berjalannya pelaksanaan program kartu tani 

4. Kurangnya sosialisasi tentang tujuan program kartu tani oleh petugas penyuluh 

lapangan (PPL) kepada para petani,dan kebanyakan para petani kurang melek 

teknologi informasi. Dapat dilihat dari banyaknya kartu yang terblokir, maka 

dari itu petugas penyuluh lapangan dalam mensosialisasikan program kartu tani 

harus paham terlebih dahulu tentang program tersebut. 

 Dengan adanya latar belakang penelitian dan beberapa permasalahan yang 

telah dikemukakan diatas dari hasil observasi awal tersebut maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan penelitian yang berjudul: “ANALISIS 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG ALOKASI 

DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR 

PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020 MENGENAI KARTU TANI DI 

DINAS PERTANIAN DAN KETAHAN PANGAN KABUPATEN 

SUMEDANG” 
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B. Fokus Permasalahan  

 Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan fokus 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu 

Tani di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang? 

2. Hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi kebijakan 

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 

Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan 

Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang? 

3. Upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 

Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di 

Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian implementasi kebijakan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 

mengenai Kartu Tani, yaitu: 

1. Untuk mengatahui implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai 

Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi 

kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 

2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 

Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan 

Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang. 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu 

Tani di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang. 
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D. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan praktis. 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

pemikiran yang positif  dan dapat membangun bagi pemecahan suatu 

masalah yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi 

dan harga eceran tertinggi pada program kartu tani. Serta menjadi 

masukan bagi pihak yang membutuhkan ataupun aparatur yang 

berwenang. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi 

untuk menambah ilmu pengetahuan serta menambah dan memperluas 

wawasan bagi penulis. Serta menjadi sumbangan pemikiran 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam menganalisis Implementasi 

Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 

Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 mengenai Kartu Tani 

di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hakekat Administrasi Negara 

1.  Pengertian Administrasi Negara  

 Pengertian Administrasi Negara menurut Henry (Iriawan,2017:225) 

mengemukakan bahwa :  

“Public Administration is a board-ranging and amorphous combination of 
theory and practiceis purpose is to promote a superior understanding of 
government and it’s relationship with society, it govern, as well to 
encourage public policies more responsive to social needs and institute 
managerial practise attuned to effectiveness, efficiency and the deeper 
human rewuistes of the citizenry” (Administrasi Publik atau Administrasi 
Negara merupakan kombinasi yang sangat beragam serta berpola antara 
teori dan pelaksanaan). Administrasi negara yang dimaksudka untuk lebih 
memahami hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya serta 
meningkatkan responsibilitas kebijakan negara terhadap berbagai kebutuhan 
sosial, dan juga melembagakan praktik-praktik manajerial agar terbiasa 
lebih efektif dan efisien. 
 

  Menurut Willoughby  (Irawan ,2017:225) mengemukakan bahwa: 

“Admnistrasi publik atau Administrasi Negara adalah fungsi untuk menjalankan 

hukum dengan sebenarnya seperti yang dinyatakan oleh badan-badan legislative 

dan ditafsirkan oleh badan-badan yudikatif pemerintah.” 

 Menurut White (Irawan,2017:225) mengemukakan bahwa “Administrasi 

publik atau administrasi negara terdiri dari semua tindakan yang ditujukan kepada 

pelaksana atau pemaksaan kebijakan negara” 

 Pengertian menurut White dan Willoughby (Irawan,2017:226)  memaknai 

administrasi publik sebagai pelaksana atau implementasi kebijakan hasil dari 

proses keputusan politik ( lembaga legislatif). 
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Dwight Waldo (Irawan,2017:223) mengemukakan 2 jenis definisi:  

1. Public Administration adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan 
benda guna mencapai tujuan pemerintah  

2. Public Administration suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang 
dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. 

 
 Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara 

adalah suatu proses kegiatan kerja sama  lebih dari dua orang untuk mencapai 

tujuan yang dapat memberikan pelayanank sekelompok masyarakat atau publik. 

Untuk memberikan suatu kemudahan dan melayani keperluan masyarakat atau 

publik. Administrasi yaitu suatu proses pengorganisasian untuk bekerja sama 

secara formal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Administrasi negara juga adalah proses kerja sama antara pelaku pemerintahan 

dalam melaksanakan suatu kegiatan kenegaraan dalam mencapai tujuan tidak 

hanya itu administrasi juga mempunyai peranan penting dalam merumuskan suatu 

kebijakan negara. 

a.  Ciri-ciri Administrasi Negara  

 Berikut ini diuraikan ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk 

mengidentifikasi administrasi negara terutama bila dibandingkan dengan swasta.  

Menurut Thoha (2002:47-48) ciri-ciri perbedaan tersebut adalah: 

a. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara bersifat urgen 
dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi 
swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua 
masyarakat dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya, maka 
tidak akan ada jalan.  

b. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara pada umumnya bersifat 
monopoli atau semi monopoli.  

c. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat administrasi Negara dan 
administrator nya relatif berdasarkan undang-undang dan peraturan. Hal ini 
memberikan warna legislatif dari administrasi Negara tersebut. 
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d. Administrasi Negara dalam memberikan pelayan tidak dikendalikan oleh harga 

pasar. Pelayan oleh administrasi Negara ditentukan oleh rasa pengabdian 
kepada masyarakat umum.  

e. Usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi Negara sangat tergantung pada 
penilaian rakyat yang dilayani. 

 
 Selanjutnya Thoha (2002:48-49) mengemukakan perbedaan administrasi 

negara dengan institusi-institusi yang lain, yaitu: 

a. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari. 
b. Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan. 
c. Administrasi Negara mempunyai ukuran tidak terbatas. 
d. Pimpinan atasnya (top management) bersifat politis. 
e. Pelaksanaan administrasi Negara adalah sangat sulit diukur. 

 
 Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi negara 

sangat erat berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan dalam 

pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

serta tidak terlepas pada pengaruh politik. Karena hal tersebut kegiatan yang 

berhubungan dengan administrasi Negara sulit untuk dihindari. 

2. Ruang Lingkup Administrasi Negara 

 Ruang lingkup administrasi negara sangat luas yaitu mengangkut bagian-

bagian yang terkait dengan admisnistrasi tersebut. Ruang lingkup ini untuk 

memudahkan kita dalam membahas administrasi negara , selain itu ruang lingkup 

ini menjadi batas luas administrasi tersebut. Berikut beberapa konsep teori yang 

termasuk kedalam ruang lingkup administrasi negara. 

 Menurut Chandler dan Plano (Irawan,2017:239)  mengatakan bahwa 

kehidupan manusia semakin kompleks, maka apa yang akan dikerjakan oleh 

pemerintah atau administrasi publik juga semakin kompleks. 
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 Menurut Keban (Irawan,2017:239) mengatakan bahwa cakupan yang 

dinamis ini dapat di pelajari dari berbagai literature, khususnya buku-buku teks 

administrasi publik.Selain itu Keban menjelaskan bahwa salah satu cara untuk 

melihat cakupan material atau ruang lingkup administrasi publik disuatu negara 

dengan mengamati jenis lembaga-lembaga departemen (kementrian) dan 

nondepartemen yang ada dalam suatu negara atau daerah. 

 Menurut Henri (1988:19) memuat yang menjadi ruang lingkup administrasi 

publik dengan topik atau konsep diantaranya:  

a. Organisasi Publik : Mencakup materi bahasan model organisasi, dan perilaku 
birokrasi. 

b. Manajemen Publik : Mencakup materi bahasan sistem dan ilmu manajemen, 
ecaluasi program dan produktivitas, anggran publik, manajemen sumber daya 
manusia (MSDM). 

c. Implementasi : Mencakup materi bahasan pendekatan terhadap kebijakan 
publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan 
etika birokrasi. 

 
 Dalam rangka penyelenggaraan  dan pengembangan administrasi negara 

sebagai sistem yang prakteknya dalam penyelenggaraan negara. Hakekat 

administrasi negara sebagai disiplin dan sistem yang dipraktekan di manca negara 

dengan berbagai sudut pandang yang melahirkan paragdigma tentang administrasi 

tersebut. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia identic dengan sistem 

penyelenggaraan kebijakan karena berkenaan dengan lembaga-lembaga bernegara 

dalam rangka mencapai tujuan negara. Ada beberapa unsur Sistem Administrasi 

Negara Republik Indonesia diantaranya: 

a) Unsur Nilai  
 Dapat diartikan sebagai tata nilai yang mendasari, memotivasi, memberi acuan 

dan merupakan tujuan. Meliputi landasan atau Dasar Negara. 
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b) Unsur Struktur  
 Merupakan tatanan kelembagaan yang terbentuk dalam kehidupan Negara 

Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan 
organisasi negara dan organisasi yang berkembang dalam dinamika kehidupan 
masyarakat. 

c) Unsur Proses 
 Proses penyelengaraan negara dan pembangunan bangsa adalah mewadahi, 

memfasilitasi, dan memadupadakan berbagai sistem politik, ekonomi, hokum, 
sosial, budaya dan keamanan guna mewujudkan keserasian arah dan langkah 
kebijakan, supaya arah tujuan nasional tercapai dengan optimal. 

 
3. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian 

 Proses pencapaian dari suatu tujuan didalam suatu organisasi pemerintahan 

ataupun organisasi masyarakat  dapat dilihat dari seberapa efektifnya tujuan itu 

dilaksanakan. Hal ini didukung dengan beberapa komponen atau bagian yang 

dilakukan pada pelaksanaan program didalam organisasi, yaitu kegiatan yang 

dapat menjadi pemicu penting dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program 

yaitu pelaksanaan dalam pengimplementasian suatu kebijakannya, didalam sebuah 

proses pengimplementasian dapat dimulai dari adanya suatu kebijakan atau 

program dapat diformulasikan dalam sebuah misi untuk mencapai tujuan di suatu 

organisasi. 

 Menurut Chandler dan Plano (Mulyadi,2018:34) mengemukakan bahwa 

“administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengiplementasikan 

dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.  

 Menurut Henry dalam Pasolong (Mulyadi,2018:34) mendefinisikan 

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan 

praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam 
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hubungan masyarakat yang diperintah sdan juga mendorong kebijakan publik agar 

lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.  

 Menurut Pfiffner dan V Presthus (Mulyadi,2018:33) menyatakan bahwa 

administrasi adalah: 

a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-
badan perwakilan politik. 

b. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan 
kebijakan pemerintah.  

c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan 
pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga 
jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. 

 
 Dari sejumlah para ahli diatas dapat dilihat adanya keterkaitan administrasi 

negara dengan implementasi kebijakan. Pendapat para ahli tersebut meripakan 

bukti nyata bahwa implementasi kebijakan menjadi peran yang sangat penting 

disetiap kajian ilmu administrasi negara karena ruang lingkup administrasi publik 

salah satunya kebijakan publik karena didalamnya terdapat ada sebuah cara-cara 

untuk mengimplentasikan suatu kebijakan publik dalam suatu pemecahan masalah 

di organisasi. Maka dari itu ilmu administrasi negara memerlukan sebuah dimensi 

yang dapat memberikan solusi terhadap kondisi tersebut. Dimensi ini dikenal 

dengan kebijakan publik dimana ditunjukan untuk menganalisis permasalahan 

yang muncul pada tatanan pemerintah dan masyarakat, penetapan solusi, 

penerapan kebijakan (implementasi) dan evaluasi. Dalam ilmu administrasi 

negara dimensi kebijakan publik menjadi sarana untuk melayani kepentingan 

publik (umum) dan menetapkan strategi pembangunan untuk mensejahterakan 

masyarakat. 
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B. Kebijakan Publik  

1.  Pengertian Kebijakan Publik 

 Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk 

mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai 

tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam 

rangka penyelengaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung 

dalam satu kebijakan tertentu. Dan kebijakan public merupakan suatu proses 

formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan yang berkesinambungan dan 

saling terkait, yang dilakukan oleh pemerintah oleh dengan stakeholder dalam 

mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan publik, masalah publik 

dan sumber daya yang ada untuk kemaslahatan publik. 

 Menurut Woll sebagaimana (Taufiqurakhman,2014:04)  Menyebutkan 

bahwa “Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk 

memecahkan masalah ditengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui 

berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. 

 Anderson sebagaimana (Taufiqurakhman,2014:04) mengungkapkan bahwa 

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

suatu masalah tertentu.” 

     Pressman dan Widavsky sebagaimana (Taufiqurakhman,2014:03) 

mendefinisikan “Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-

kondisi awal dan akibat-akibat yang diramalkan.” 
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   Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan kebijakan publik adalah 

suatu kegiatan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dan dikembangkan oleh 

para pejabat pemerintahan. 

a. Ruang Lingkup Kebijakan Publik 

   Ruang lingkup kebijakan publik menurut Iskandar (Yudiardi,2019:22) 

mengemukakan “Ruang lingkup kebijakan publik yaitu adanya partisipasi 

masyarakat untuk bersama-sama memikirkan cara-cara yang baik untuk mengatasi 

persoalan masyarakat.” 

  Menurut Jones 1984 (Abdoelloh,2016:31)mengemukakan bahwa ruang 

lingkup kebijakan publik meliputi: 

a. Penyusunan agenda.  
b. Formulasi kebijakan. 
c. Adopsi kebijakan. 
d. Implementasi kebijakan dan evaluasi(penilaian) 

 
   Dapat dilihat dari penjelasan para ahli mengenai ruang lingkup kebijakan 

publik yaitu pada umumnya kebijakan mempunyai maksud dan tujuan daripada 

perilaku yang berubah atau acak. Kebijakan publik juga mempunyai bagian atau 

pola keputusan yang terpisah. Jadi kebijakan publik merupakan tugas pemerintah 

yang mengatu suatu pemerintahan. 

b. Ciri-ciri Kebijakan Publik  

 Menurut Solichin Wahab (1991:148) mengatakan bahwa ciri-ciri kebijakan 

publik yaitu: 

a. Kebijakan pemerintah merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari 
pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, melainkan 
tindakan yang direncanakan. 

b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling 
berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan 
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pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang 
berdiri sendiri. 

c. Kebijakan yang bersangkut paut dengan apa senyatanya dilakukan oleh 
pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dalam arti setiap kebijakan 
pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkret. 

d. Kebijakan pemerintah/publik mungkin berbentuk positif maupun negatif. 
 

 Dapat dilihat dari ciri-ciri kebijakan publik itu merupakan suatu tindakan 

dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah ataupun masyarakat. 

c. Tujuan Kebijakan Publik 

 Tujuan kebijakan publik menurut Hoogerweft (Anggara,2012:499) 

mengemukakan bahwa tujuan penting pada umumnya yaitu diantaranya: 

a. Memelihara ketertiban umum.  
b. Memajuka perkembangan masyarakat dalam berbagai hal. 
c. Memperpadukan berbagai aktifitas. 
d. Menunjukan dan membagi benda material dan nonmaterial. 

 
 Menurut Islamy (1997:17) mengemukakan konsep bahwa tujuan kebijakan 

memuat 3 elemen yaitu: 

a. Indentifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.  

b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 

dinginkan. 

c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksana secara nyata taktik 

dan strategi. 

      Dari penjelasan tujuan kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan publik itu mempunyai tujuan yang sangat penting dan kebijakan 

pemerintah adalah kepentingan umum atau publik. Pembentukan sebuah 

kebijakan dapat dilakukan dengan cara demokrasi, dalam mengeluarkan suatu 
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kebijakan dapat memecahkan masalah yang terjadi ataupun bisa mencegah suatu 

masalah yang akan terjadi pada pelaksaan atau penerapan kebijakan. 

      Dapat dilihat hal ini bahwa kebijakan publik bertujuan untuk memajukan 

perkembangan masyarakat dan memelihara ketertiban umum. Dalam prosesnya 

kebijakan publik melibatkan berbagai pihak dan berbagai faktor saling 

bekerjasama agar mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan.  

d. Penyusunan Agenda Kebijakan  

 Dalam penyusunan agenda kebijakan Menurut Subarsono (2009:11) 

mengemukakan ada beberapa bagian penyusunan diantaranya: 

a. Membangun presefsi dikalangan stakeholder bahwa sebuah fenomena sebenar-

benar dianggap masalah. 

b. Membuat suatu batasan masalah.  

c. Memobilisasi dukungan agar masalah dapat masuk kedalam agenda pemerintah 

 
e. Formulasi Kebijakan Publik  

 Formulasi kebijakan menurut R.Dye (Yulianto,2015:26) mengemukakan 

bahwa: “Formulasi kebijakan merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi 

terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan 

masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah 

diberi kewenangan otoritatif ”. 

 Menurut Winarno (dalam Anggara,2014:183) mengemukakan bahwa 

formulasi kebijakan sebagai berikut: 

“Formulasi kebijakan merupakan sebagai suatu proses yang dapat dipandang 
dengan dua macam kegiatan yaitu kegiatan pertama memutuskan secara umum 
hal-hal yang harus dilakukan atau perumusan diarahkan untuk memperoleh 
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kesepakatan alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui 
adalah hasil dari proses seluruhnya. Kegiatan yang kedua diarahkan pada 
keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini keputusan kebijakan mencakup tindak 
oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau 
menolak alternatif yang telah dipilih”. 
 
 Menurut Tjokroamidjojo (dalam Agustino ,2016:97) mengatakan bahwa 

“policy formulation sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian 

tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus-menerus dan 

tidak pernah selesai, termasuk pembuatan keputusan.”  

 Formulasi kebijakan disebut jugan dengan istilah perumusan kebijakan. 

Sidney (dalam Agustino,2016:97) “formulasi kebijakan merupakan bagian dari 

tahap awal pembuatan keputusan kebijakan” yang ini artinya formulasi pada para 

analisis dan descision makers mengenai apa yang dirancanakan.  

 Jones (Agustino 2016:100) bahwa untuk menghasilkan formulasi kebijakan 

yang komprehensif ada beberapa hal yang harus di cermati diantaranya: 

a. Jumlah masalah yang ditangani. Apakah usulan kebijakan akan 
menyelsaikan/mengatasi masalah dalam lingkup masalah? Atau penelitianya 
hanya ditunjukan pada kasus tertentu saja? 

b. Lingkup analisis. Apakah lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani 
semua aspek masalah? Atau hanya melayani aspek-aspek tertentu? 

c. Memperkirakan dampak. Apakah usulan kebijakan yang diformulasi sudah 
diuji semua dampaknya? Ataukah pengujian dibatasi pada dampak langsung 
dalam suatu lingkup itu tertentu saja? 

 
 Dalam sudut pandang lain menurut Islamy mengemukakan  (dalam  

Agustino 2016:100) bahwa: “Perumusan usahakebijakan yang baik dan 

konprehensif akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan para analisis kebijakan 

dalam merumuskan kebijakan itu sendiri”. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam membuat erumuskan kebijakan yang  komprehensif  

diantaranya: 
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a. Mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan. 
b. Mendefinisikan dan merumuskan alternatif kebijakan. 
c. Menilai masing-masing dari alternatif yang tersedia. 
d. Merumuskan dan memutuskan alternatif kebijakan yang visible untuk 

dilaksanakan. 
 

 Dari beberapa para ahli diatas yang telah menjelaskan pengertianya, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa formulasi kebijakan dapat menjadi kriteria yang 

menyarankan serta komprehensif dalam pengambilan keputusan.  

f. Perumusan Masalah Kebijakan Publik 

 Saat permasalah belum dirumuskan, terlebih dahulu merumuskan masalah 

kebijakan agar sesuai dengan tuntutan tuntutan lingkungan dan masyarakat. 

Menurut Patton dan Sawicki (dalam Nawawi,2009:122) mengemukakan ada 

beberapa bagian agar pembuatan kebijakan dapat merumuskan masalah sesuai 

dengan tepat dan benar diantaranya: 

a. Pikirkan mengapa suatu gejala sebagai masalah.  
b. Tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan.  
c. Kumpulkan fakta dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang telah 

ditetapkan. 
d. Rumusan dan tujuan sasaran yang hendak dicapai. 
e. Identifikasi policy envelopeberlabel yang mempengaruhi masalah. 
f. Tunjukan biaya dan manfaat dari masalah yang hendak diatasi. 
g. Rumuskan masalah kebijakan dengan baik. 

 
  Setelah perumusan (formulasi) kebijakan. Perumusan (formulasi) kebijakan 

merupakan proses kelanjutan dari perumusan masalah yang telah dimasukan 

dalam agenda kebijakan, yang bertujuan mengembangkan rencana, metode dan 

konsep-konsep sebagai upaya memecahkan masalah publik. Perumusan kebijakan 

mengasilkan peraturan yang diusulkan oleh eksekutif atau aturan yang bersifat 

administratif. Pembuat kebijakan dapat memutuskan atau tidak memutuskan 
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beberapa permasalahan atau membiarkan masyarakat mampu menyelesaikan 

sendiri. Merut jones (dalam Nawawi,2009:124) perlu dicermati perumusan 

masalah kebijakan yaitu : 

a. Jumlah masalah yang ditangani, apakah usulan kebijakan mempunyai seluruh 

masalah dalam lingkup masalah atau perhatian hanya pada contoh semata. 

b. Lingkup analisis usulan kebijakan akan melayani semua aspek masalah atau 

hanya melayani aspek tertentu saja. 

c. Memikirkan dampak apakah usulan kebijakan diformulasikan sudah diuji 

semua dampaknya, atau pengujian dibatasi hanya pada dampak langsung dalam 

lingkup itu saja. 

g. Evaluasi Kebijakan  

 Pada umumnya kita menganggap evaluasi kebijakan adalah penilaian atas 

kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan. Sebenernya tidak hanya itu. 

Evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart (Agustino,2016:163) yaitu 

evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang 

ditunjukan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu 

kebijakan berdasarkan kriteria dan standar yang dibuat.  

 Sedangkan menurut Jones (Agustino,2016:165) evaluasi kebijakan 

merupakan aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan 

atau program pemerintah yang termasuk mencangkup sub-sub kegiatan seperti 

spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang 

dihasilkanya  
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 Dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa evaluasi kebijakan merupakan 

suatu kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menilai berhasil atau tidaknya 

suatu kebijakan berdasarkan kriteria atau standar yang dibuat. 

C. Implementasi Kebijakan  

1.  Pengertian Implementasi Kebijakan  

 Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses 

kebijakan. Banyak kebijakan yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi 

kemudian tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut, 

karena tidak dilaksanakan. Implementasi adalah tindakan yang telah dilakukan 

setelah suatu kebijakan ditetapkan.  

 Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. 

Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah 

tindakan intervensi itu sendiri. Dalam proses implementasi sebuah kebijakan akan 

melibatkan usaha dari policy makers  untuk mempengaruhi street level 

bureaucracy untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku target group. 

 Menurut Grindle (Haedar,1980:7) menyatakan implementasi merupakan  

proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 

tertentu. 

 Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn (Wibawa,1994:15) 

menyatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan 

oleh pemrintah dan swasta secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan 

untuk mencapai tujuan.”  
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 Menurut Gordon (Pasolong,2008:58) “implementasi berkenaan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program”. 

 Dari definisi diatas implementasi diatas penulis berpendapat suatu tindakan 

yang berkenaan dengan pemerintahan atau swasta baik secara perorangan ataupun 

kelompok yang diarahkan para realisasi suatu program. Dari definisi para ahli 

diatas biasa diketahui bahwa implementasi menyangkut 3 hal diantaranya adanya 

tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan dalam pencapaian 

tujuan, dan adanya hasil kegiatan. 

 Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari proses 

pencapaian tujuan hasil akhir (output) yaitu tercapainya tujuan yang ingin diraih, 

perlu dicatat bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

keseluruhan struktur suatu kebijakan, karena melalui prosedur ini proses 

kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 

tindakan pencapaian tujuan. 

a. Model Implementasi Kebijakan  

 Perkembangan studi implementasi kebijakan telah memasuki generasi ke 

III, dimana generasi pertama memperkenalkan pendekatan top-down. Model ini 

merupakan suatu kritikan terhadap model pendekatan top-down terkait dengan 

pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi. 

eberapa model-model implementasi kebijakan. Menurut Agustini (dalam Leo 

Agustino, 2016:133) antara lain sebagai berikut: 
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a. Model Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2016:133) 

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Metter dan Horn disebut 

dengan istilah model of the policy implementation. Proses implementasi 

merupakan abstrasi atau performance dari suatu pelaksanaan kebijakan yang 

pada dasarnya sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi publik yang 

tinggi, berlangsung suatu hubungan dengan variabel. Model ini menyatakan 

bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang 

tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel menurut 

Meter dan Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik 

diantaranya: 

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dengan tingkat keberhasilan jika 
dan hanya jika ukuran dan tujuan kebijakan memang realistis dengan 
sosiokultur ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran atau tujuan 
kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan ditingkat warga maka akan sulit 
meralisasikanya. 

2) Sumber daya  
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat berhasil jika mampu 
memanfaatkan sumber daya dan memiliki sumber daya yang berkualitas. 

3) Karakteristik agen pelaksana 
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputin organisasi formal dan 
organisasi in-formal yang akan terlibat pengimplemantasian kebijakan publik. 

4) Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana 
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan banyak 
mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.  

5) Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana 
Komuniaksi merupakan mekanisme atau syarat utama dalam menentukan 
keberhasilan kebijak. Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program 
terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar 
tercapai keberhasilan yang diinginkan. 

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik 
Hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan ekonomi, sosial, politik. 
Kondisi tersebut mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat 
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 
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b. Model George C. Edward III 1980 (Deddy Mulyadi,2018:68) mengemukakan 

ada 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni 

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, keempat variabel 

tersebut saling berhubungan satu sama lain. Adapun penjelasan dari ke empat 

variabel tersebut diantaranya: 

a) Komunikasi  
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 
mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan atau 
sasaran kebijakan harus ditrasnmisikan kepada kelompok sasaran (target 
groups) sehingga akan mengurangi distrosi implementasi. Apabila tujuan 
dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama 
sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dar 
kelompok sasaran. 

b) Sumber daya 
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 
tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, 
implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya tersebut dapat 
berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan 
sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk 
implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya 
tinggal dikertas dokumen saja. 

c) Disposisi  
Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor 
seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor 
memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan 
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka 
proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi efektif. 

d) Struktur birokrasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memilik 
pengaruh yang signifikan terhdap implementasi kebijakan. Salah satu dari 
aspek struktur yang dari setiap organisasi adalah adanya SOP (standard 
operating procedures) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor 
dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 
birokrasi menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 
 

c. Model Daniel H. Mazman dan Paul. A. Sabatier 1983 (Leo Agustino,2016:135) 

Model implementasi kebijakan yang lain di tawarkan oleh Mazmanian dan 

Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan frame 
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work of policy implementation analysis. Kedua ahli kebijakan publik adalah 

kemampuan dalam mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya 

suatu tujuan formal dalam keseluruhan proses implementasi. Variabel yang 

dimaksud dapat diklasifikasikan dalam tiga teori besar yaitu: 

1) Mudah atau tidaknya masalah yang digarap. 

2) Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki. 

3) Kemampuan kebijakan menstrukturisasi proses implementasi secara tepat. 

 
d. Model Charles O. Jones (Leo Agustino,2016:133) dalam melaksanakan 

aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat ada tiga 

macam aktivitas yang perlu diperhatikan diantaranya: 

1) Organisasi: Pembentukan atau penataan sumber daya, unit dan metode agar 
kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak. 

2) Interpretasi: menafsikan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan 
yang tepat sehingga dapat diterima dan sekaligus dilaksanakan. 

3) Penerapan: ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang 
disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. 
 

 Bertumpu pada apa yang dikemukakan oleh parah ahli diatas, maka masalah 

implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin jelas dan luas. 

Dimana implementasi merupakan suatu proses yang memerlukan tindakan-

tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. 

b. Tahapan Implementasi Kebijakan  

 Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan dapat ditetapkan, maka 

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Menurut Sugandi 

(2011:89) yaitu: 
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1) Tahap Interprestasi  

Tahap ini merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan 

sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan 

operasional. Kebijakan abstrak biasanya tertuang dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga eksekutif dan legislatif yang 

berbentuk undang-undang ataupun perda. 

2) Tahap Pengorganisasian  

Tahap ini merupakan tahap penentu pelaksana kebijakan (policy implementor) 

yang setidaknya dapat didefinisikan sebagai lembaga instanis, pemerintah, LSM 

maupun komponen masyarakat. Setelah pelaksanaan kebijakan ditetapkan maka 

dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, 

petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalah 

pahaman saat pelaksana tersebut menghadapi masalah. Prosedur tetap tersebut 

terdiri atas standar operasional prosedur (SOP) atau standar pelayanan minimal 

(SPM). Kemudian penentuan besaran anggaran biaya atau pembiayaan, sumber 

pembiayaan diperoleh dari sektor pemerintah (APBN/APBD) maupun sektor lain 

(Swasta/Masyarakat). Selain itu juga diperlukan penentuan peralatan dan fasilitas 

yang diperlukan. Karena peralatan tersebut akan berperan sangat penting dalam 

menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksana kebijakan.  

3) Tahap Implikasi  

Adalah suatu perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. 
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 Ahli lain Hogwood dan Gunn (Wahab,2008:26) mengemukakan tahap 

implementasi kebijakan sebagai berikut : 

a. Tahap I terdri dari kegiatan-kegiatan: 
1) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas. 
2) Menentukan standar pelaksanaan  
3) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan. 
b. Tahap II merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur 

staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode. 
c. Tahap III merupakan kegiatan-kegiatan: 
1) Menentukan jadwal. 
2) Melakukan pemantauan.  
3) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran suatu program. Dengan 

demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil suatu 
tindakan yang sesuai dengan segera. 

 
 Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan, 

penetapan waktu, dan pelaksanaan. Sedangkan menurut Wahab (2008:64) 

memberikan pengertian sebagai berikut. “ implementasi kebijakan adalah suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk ondang-

ondang, peraturan pemerintah, keputusan.”  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tahapan-tahapan kebijakan 

yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 

pengesahan kebijakan yang baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadminitrasi 

maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu bagi masyarakat. Hal iti tidak 

dapat mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas 

sasaran (target groups) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, 

sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara. 

Implementasi suatu kebijakan akan mencapai sukses dengan apa yang 

diharapkan apabila memenuhi fakto-faktor implementasi kebijakan. Sesuai 

dengan pendapa Edward III (Mulyadi,2015:28) untuk implementasi kebijakan 
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yang berhasil perlu mempertimbangkan empat faktor atau variabel kritis 

diantaranya : 

a) Komunikasi  
b) Sumber daya 
c) Disposisi 
d) Struktur kebijakan 

 
Penjelasan variabel diatas sebagai berikut.  
 
a. Komunikasi  

Komunikasi dalam implementasi kebijakan menkankan bahwa setiap kebijakan 

akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadinya komunikasi efektif antar 

pelaksana program dengan kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari suatu 

program  kebijakan dapat disosialisasikan kesetiap kelompok sasaran secara baik 

sengga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. 

b. Sumber daya  

Menekankan suatu kebijakan harus didukungn dengan sumber daya yang 

memadai baik sumber daya manusia ataupun sumberdaya finansial. Sumber daya 

manusia adalah kecukupan yang baik kualitas maupun kuantitas implementor 

yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial 

merupakan kecukupan modal sebuah investasi atas sebuah program suatu 

kebijakan. Sumber daya keduanya harus diperhatikan dalam sebuah implementasi 

kebijakan sebab tanpa handalan implementor kebijakan menjadi kurang energy 

dan berjalan dengan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin 

keberlangsungan suatu kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang 

memadai program atau kebijakan tidaka akan dapat berjalan dengan efektif dan 

cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.  
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c. Disposisi  

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor 

kebijakan/program. Karakter yang paling penting yang dimiliki oleh implementor 

adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor memiliki komitmen 

yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui 

dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam 

arah program yang telah digariskan, dalam guideline program atau kebijakan. 

Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan 

tahap-tahap program secara konsisten. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari 

masyarakat yang akan menumbuhkan rasa percaya dan kepeduliah kelompok 

sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.  

d. Struktur kebijakan  

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi 

kebijakan. Aspek struktur birokrasi mencakup dua hal penting, yang pertama 

merupakan mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri mekanisme 

implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operational 

procedures (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP 

yang baik mencantumkan kerangka kerja yang sistematis, tidak berbelit dan 

mudah untuk dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam 

bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi, organisasi pelaksana 

sejauh mungkin  menghindari sesuatu yang berbelit-belit, panjang dan kompleks. 

Struktur organisasi pelaksana harus menjalin adanya pengambilan keputusan atas 

kejadian luar biasa yang terjadi dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya 
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dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus 

weberian” yang kaku terlalu hirarkis dan birokratis. 

c. Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi 

Kebijakan 

 Dalam implementasi program sendiri memiliki suatu hambatan diantaranya 

menurut Rondinelli & Cheema(Erwan dan Dyah 2015:90) mengidentifikasi empat 

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi yaitu: 

a. Kondisi lingkungan(environmental conditions)  
b. Hubungan antar organisasi(inter-organitational relationship)  
c. Sumber daya (resources) 
d. Karakteristik institusi implementor(characteriic implementing agencies)  

 
     Dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan sering kali dihadapkan dengan 

berbagai suatu hambatan yang dapat mengakibat kebijakan terhambat atau tidak 

terlaksana dengan baik. Ada beberapa upaya untuk mengatasi sebuah hambatan 

pelaksaan kebijakan. Menurut Rondinelli & Cheema (Erwan dan Dyah,2015:90) 

diantaranya yaitu : 

a. Kondisi lingkungan. 
b. Hubungan antar organisasi.  
c. Sumber daya. 
d. Karakter institusi implementor.   

Penjelasan upaya-upaya mengatasi hambatan implementasi kebijakan diatas 

adalah: 

a. Kondisi lingkungan  

Kondisi lingkungan sangat menentukan pelaksanaan kebijakan. Agar 

pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, maka harus dilihat kondisi 

lingkungan setiap wilayahnya dengan kondisi geografis, sosial, ekonomi, 
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politik, karena kebijakan yang baik dan berkualitas tidak akan berhasil 

diimplementasikan jika kondisi lingkungan kurang kondusif. 

b. Hubungan antar organisasi 

Menjalin sebuah kerja sama dengan pihak lain demi tercapainya pelaksanaan 

kebijakan dengan baik. Menciptakan sebuah koordinasi yang baik antar 

pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran atau dengan pihak yang 

berkerja sama, seperti persamaan persepsi tentang tujuan kebijakan atau 

program, miliki sarana komunikasi yang baik dan memadai serta persamaan 

kepentingan. 

c. Sumber daya 

Sebuah pelaksanakan implementasi kebijakan atau sebuah program tergantung 

pada aktor lain, sebuah fakta yang menunjukan bahwa prasyarat bagi 

keberhasilan suatu implementasi kebijakan adanya dukungan dari sumber daya 

yang dibutuhkan, dan sumber daya tersebut memadai untuk melaksanakan 

kebijakan atau progam yang akan diimplementasikan. Baik sumber daya 

manusia(SDM) atau sumber daya finansial (SDF),teknologi,politik, dan 

informasi yang berkualitas. 

d. Karakteristik institusi implementor  

Didalam sebuah pelaksaan kebijakan agar mencapai keberhasilan yang 

maksimal, harus mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik instusi yang 

mencakup struktur birokrasi, dan norma-norma yang berada didalamnya. 

Semua akan mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program, 

respon implementor terhadap kebijakan yang terkait, dengan kemauan 
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implementor untuk melaksanakan kebijakan publik dan pemahaman terhadap 

kebijakan yang telah ditetapkan serta yang dapat mempengaruhi implementasi 

kebijakan. 

d. Alokasi dan Harga Eceran Tertingg (HET)  Pupuk Bersubsidi dan Kartu 

Tani  

 Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk dapat 

mempertahankan hidup karenanya kecukupan pangan bagi setiap waktu 

merupakan hak asasi yang layak dipenuhi, Indonesia merupakan penduduk yang 

besar disetiap wilayah dan disetiap wilayah penduduk Indonesia masyrakatnya 

berprofesi sebagai petani, dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 

2020 Pasal (1) ayat 3 petani merupakan pekerjaan yang dimiliki oleh 

perseorangan atau berserta keluarganya untuk melakukan usaha tani baik itu 

dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.Para petani 

biasanya memiliki sebuah kelompok disetiap wilayah. Dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor.01 Tahun 2020 Pasal (1) ayat 4 kelompok tani merupakan 

kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan 

kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan 

keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. 

 Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020  pasal (1) ayat 

1 menjelaskan tentang Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan 

pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan 

petani di sektor pertanian. Di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 

2020 Pasal (1) ayat 9 dan ayat 10 kartu tani merupakan kartu yang dikeluarkan 
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oleh perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk 

bersubsidi melalui mesin electronic data capture (EDC), EDC itu sendiri adalah 

mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk 

bersubsidi dengan cara memasukan atau menggesek kartu tani dipengecer resmi. 

Dan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor.01 Tahun 2020   pasal (1) ayat 

8 harga eceran tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi yang ditetatpkan 

oleh menteri untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam 

kemasan tertentu dipenyalur Lini IV. Mengenai kartu tani, penggunaan kartu tani 

pun ditegaskan dalam pasal (17) ayat 2 di dalam Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 10 tahun 2020, implementasi kartu tani sebagai bentuk perlindungan 

pemerintah terhadap para petani sesuai dengan UU Nomor.19 tahun2013 tentang 

perlindungan dan pemberdayaan petani. Meski begitu dalam pelaksanaan 

kebijakan kartu tani ini  para petani masih belum mendaftarkan diri atau tidak 

terdaftar di Rencana Definitif Kebutuah Kelompok tani e-RDKK pasal (1) ayat 5.  

 Landasan Dasar Hukum mengenai kartu tani UU Nomor.19 Tahun 2013,  

permentan pasal(17) ayat 2 Nomor.10 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor. 15/M- Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran 

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian secara rinci landasan dasar hukum 

mengenai program kartu tani adalah: 

a. UU Nomor.19 ayat 1 Tahun 2013 menetapkan “ perlindungan petani adalah 

segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan 

kesulitan memperoleh sarana prasarana produksi, kepastian usaha, resiko 

harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim”. 
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b. Permentan Nomor.1 Tahun 2020 Pasal(1) ayat 9, Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor.10 Tahun 2020 pasal (17) ayat 2 ,dan Peraturan Menteri Perdagangan 

Nomor. 15/M- Dag/Per/4/2013  

e. Tujuan dan Maksud Program Kartu Tani  

 Tujuan dari program kartu tani bagi masyarakat penyaluran pupuk 

bersubsidi yang tepat sasaran berlandaskan enam tepat yaitu tepat jenis, tepat 

jumlah, tepat mutu, tepat lokasi, tepat waktu, tepat harga. Petani yang 

menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan 

diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat 

berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. 

Sedangkan maksud dari program kartu tani ini agar terwujudnya pendistribusian, 

pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak 

menerimanya. 

f. Syarat Program Untuk Membuat Kartu Tani  

 Syarat untuk membuat kartu tani menurut Diki selaku Kasi di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang mengatakan ada beberapa 

bagian syarat untuk mendaftar atau membuat kartu tani yaitu : 

a. Para petani harus tergabung terlebih dahulu dengan kelompok tani. 

b. Mengisi formulir yang disediakan dikelompok tani 

c. Harus terdaftar di e-RDKK( Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani) 

dalam sistem elektronik  
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g. Peluang dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Kartu Tani 

 Menurut Diki selaku Kasi Pupuk di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Sumedang adanya beberapa peluang dan manfaat bagi masyarakat 

dalam program kartu tani dianyaranya : 

a. Banyak masyrakat yang berprofesi sebagai petani yang mengeluh atas harga 

pupuk yang tidak stabil, hal tersebut dapat menjadi peluang dalam program 

kartu tani terdapat HET atau Harga Eceran Tertinggi mengenai pupuk tidak 

akan berubah dan sudah bersubsidi. 

b. Adanya program ini sangat menguntungkan bagi masyarakat yang berprofesi 

sebagai petani, memiliki kemudahan pada penjualan hasil panen oleh off taker 

(tanpa melalui perantara). 

c. Kemudahan dalam transaksi pembayaran hasil panen kepada para petani 

melalui sistem pembayaran yang terintregasi. 

 Selain peluang terdapat juga sebuah hambatan dalam pelaksanaan program 

kartu tani diantaranya: 

a. Belum adanya kesiapan pada kios pupuk yang akan melayani kartu tani terkait 

dengan perangkat yang akan digunakan, mengingat kartu tani cara 

menggunakannya dengan digesek seperti ATM  untuk membeli pupuk 

bersubsidi tersebut 

b. Adanya kekurang pahaman dalam mengoprasikan kartu tani sehingga banyak 

kartu tani yang terblokir oleh pihak bank, disebabkan oleh kesalahan dalam 

memasukan pin. 
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c. Keterbatasan Sumber daya manusia yang berkualitas untuk melakukan 

penyuluhan kepada para petani harus segera disikapi dengan bimbingan teknis 

atau pelatihan lainya. 

     Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan program kartu tani adalah kartu yang dibuat guna untuk 

melakukan transaksi pembelian pupuk bersubsidi di kios pengecer resmi yang 

berada di setiap kecamatan masing-masing. Program ini dilaksanakan untuk 

meningkatkan usaha para petani dan mensejahterakan para petani. 

D. Kajian Penelitian Terdahulu  

     Dasar berupa teori-teori atau acuan-acuan melalui hasil berbagai penelitian 

sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data 

pendukung. Salah satu pendukung menurut perlu dijadikan bagian tersendiri 

adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas 

dipenelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan 

yaitu terkait dengan variabel implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian 

langkah kajian beberapa hasil penelitian berupa skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal 

melalui internet. 

     Bedasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan 

penelitian terdahulu bahwa penelitian Ni Ketut Sriwinarti (2016) dari jurnal 

Politehnik dengan judul Implementasi Penggunaan Kartu Petani : Sebagai 

Pengendali Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Gerung, Kabupaten 

Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian ini menunjukan 



41 
 

 
 

pengendalian distribusi pupuk bersubsidi belum berjalan secara optimal, 

disebabkan oleh adanya perbedaan harga yang telah ditetapkan. 

 Selanjutnya penelitian Doni Januansyah (2019) dari Universitas Negeri 

Sultan Thaha Saepudin Jambi dengan judul Implementasi Pembinaan Kelompok 

Tani di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Ditinjau dari Peraturan 

Menteri Pertanian No.82/OT.140/8/2013. Hasil dari penelitiannya yaitu 

kurangnya pemahaman dari para petani dan kurangnya petugas penyuluh lapangan 

(PPL) dan kondisi lahan yang berbeda , tidak akuratnya luas lahan kelompok 

dengan laporan data SIMLUTAN dan Teknologi masih kurang berkembang. 

 Selain itu penelitian dari Heriza Febriani (2020) dengan judul Implementasi 

Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Jatimulya Kecamatan 

Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Hasil dari penelitian ini yaitu Program 

BUMDES belum optimal, belum adanya BUMDES di desa jatimulya, dan 

kekurangan sumber daya manusia dalam Pelaksanaan BUMDES serta perlu 

adanya bimbingan atau pelatihan bagi sumber daya manusia untuk menggali 

segala potensi. 

 Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan banyak permasalahan atau faktor eksternal atau faktor internal yang 

menghambat keberhasilan suatu kebijakan atau program. Secara khusus, 

penelitian melakukan intervensi terhadap sub variabel dan komponen-komponen 

yang terdapat dalam variabel implementasi kebijakan. Sub-sub variabel 

implementasi kebijakan ini sekaligus menjadikan acuan dalam membuat 
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instrumen yang diturunkan kedalam butir-butir pernyataan untuk disebarkan 

kepada responden. 

 Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam tabel yang 

disusun Berdasarkan dari penelitian yang terdahulu hingga yang terkini untuk 

memudahkan pemahaman pada bagian ini dapat dilihat di tabel 2.1  

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 

 
No 

 
Nama Judul 
Penelitian 

 
Persamaan 

 
Perbedaan 

 
Hasil 
Penelitian 

1. Implementasi 
Penggunaan Kartu 
Petani : Sebagai 
Pengendali Distribusi 
Pupuk Bersubsidi di 
Kecamatan Gerung, 
Kabupaten Lombok 
Barat Provinsi Nusa 
Tenggara Barat Oleh  
Ni Ketut Sriwinarti 
(2016) 

1. Metode 
penelitian 
kualitatif 

2. Kajian 
penelitian 
sama 
mengenai 
program 
Kartu 
Tani/Kartu 
Petani 

1. Lokasi 
penelitian 

2. Tahun 
penelitian 

Menunjukan 
pengendalian 
distribusi 
pupuk 
bersubsidi 
belum berjalan 
secara optimal, 
disebabkan 
oleh adanya 
perbedaan 
harga yang 
telah 
ditetapkan. 

2. Implementasi 
Pembinaan Kelompok 
Tani di Kecamatan 
Sekernan Kabupaten 
Muaro Jambi Ditinjau 
dari Peraturan Menteri 
Pertanian 
No.82/OT.140/8/2013. 
Oleh Doni Januansyah 
(2019) 

1. Metode 
penelitian 
kualitatif 

2. Sama 
mengkaji 
implementa
si 

1. Lokasi 
penelitian 

2. Tahun 
penelitian 

3. Program 
yang 
dikaji 

Kurangnya 
pemahaman 
dari para 
petani dan 
kurangnya 
petugas 
penyuluh 
lapangan 
(PPL) dan 
kondisi lahan 
yang berbeda 
,tidak 
akuratnya luas 
lahan 
kelompok 
dengan laporan 
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 Dari beberapa contoh penelitian ditabel diatas, maka dapat digambarkan ada 

beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian. Persamaan dalam penelitian 

sebelumnya adalah salah satu variabel yang digunakan untuk membahas pokok 

permasalahan, yaitu implementasi kebijakan, sedangkan perbedaan antara 

penelitian ini dan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada kaitan 

pembahasan itu sendiri. Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tentunya membawa konsekuensi pada 

data 
SIMLUTAN 
dan Teknologi 
masih kurang 
berkembang. 

3. Implementasi 
Kebijakan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDES) 
di Desa Jatimulya 
Kecamatan Sumedang 
Utara Kabupaten 
Sumedang. Oleh Heriza 
Febriani (2020) 

1. Metode 
penelitian 
kualitatif 

2. Sama 
mengkaji 
implementa
si 

 

1. Lokus 
penelitian 

2. Tahun 
penelitian 

3. Program 
yang 
dikaji 

Program 
BUMDES 
belum optimal, 
belum adanya 
BUMDES di 
desa jatimulya, 
dan 
kekurangan 
sumber daya 
manusia dalam 
Pelaksanaan 
BUMDES 
serta perlu 
adanya 
bimbingan 
atau pelatihan 
bagi sumber 
daya manusia 
untuk 
menggali 
segala potensi. 
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hasil penelitain yang diperoleh. Bila hasil penelitian sebelumnya ditunjukan untuk 

memperoleh gambaran/deskriptif itu sendiri (variabel implementasi kebijakan) 

beserta dengan indikator-indikatornya dilingkup organisasi pemerintahan, maka 

penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran tentang Implementasi 

Kebijakan Program Kartu Tani. 

 

D. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

1. Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran ini merupakan sebuah gambaran mengenai alur peneliti 

sebagai kelanjutan dari kajian pustaka atau tinjauan teori yang memberikan 

penjelasan kepada pembaca.  

 Dari berbagai masalah yang ada di Indonesia salah satunya di sektor 

pertanian yang kian merosot, kini pemerintah sedang gencarnya mengatasi 

permasalahan ini salah satunya dengan di keluarkanya program Kartu Tani. Kartu 

Tani ini merupakan kartu yang dikeluarkan oleh perbankan untuk digunakan 

dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data 

Capture di pengecer resmi. Kartu tani ini bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat yang berprofesi sebagai petani oleh karena itu kartu tani ini untuk 

melancarkan, supaya tepat penyaluran pupuk bersubsidi dan tepat harga.  

 Program kartu tani sebenarnya sudah dilaksanakan pendataan sejak tahun 

2017 di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang hanya saja program 

ini belum berjalan dengan baik dan banyak faktor yang menjadi penyebabnya 

salah satunya hambatan dilapangan Kabupaten Sumedang banyak petani yang 
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kurang paham dengan program kartu tani sehingga tiddak dapat menggunakanya 

dengan baik dan banyak kartu tani yang terblokir oleh bank disebabkan oleh salah 

memasukan pin saat mengoprasikannya. Program ini diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian khususnya pada sektor pertanian, mengoptimalkan 

program ini supaya berjalan secara baik dan efektif, dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para petani Indonesia  khususnya di Kabupaten Sumedang. 

 Maka dengan ini penelitian untuk meneliti program kartu tani ini 

menggunakan model implmentasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 

(dalam Leo Agustino,2016:133) yaitu : 

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
b. Sumber Daya 
c.  Karakteristik Agen Pelaksana 
d. Sikap atau Kecenderungan Agen Pelaksana 
e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik 
 
 Selain itu dalam implementasi kebijakan ini memiliki faktor penghambat 

keberhasilan kebijakan, dan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan menurut 

Rondinelli dan Cheema (dalam Erwan dan Dyah,2015:90) diantaranya: 

a. Kondisi lingkungan  
b. Hubungan antar organisasi 
c. Sumber daya 
d. Karakteristik institusi implementor 
 
 Dapat dilihat dari permasalahan hingga upaya untuk mengatasi 

permasalahan implementasi kebijakan program kartu tani ini diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian dalam sektor pertanian dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.dan diharapkan program 

ini berjalan dengan baik dan penyaluran pupuk bersubsidi ini tepat sasaran 
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berlandaskan dengan enam tepat yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, tepat 

mutu, tepat lokasi, dan tepat harga. Selain itu semoga program kartu tani ini 

berdampak baik bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani khususnya di 

Kabupaten sumedang. Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, peneliti 

menggambarkan kerangka penelitian sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 
Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian 2021 

 
 

Van Meter dan Van Horn (Leo.Agustino,2016:133)Bagaimana pelaksanaan bagai 
mana pelaksanaan program kartu tani. 

a. Ukuran dan tujuan kebijakan 
b. Sumber daya 
c. Karakteristrik agen pelaksana 
d. Sikap atau kecenderungan para pelaksana 
e.  Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana 
f. Lingkungan ekonomi, sosial, politik 

 

Rondinelli dan Cheema (dalam Erwan 
dan Dyah,2015:90) apa saja hambatan-
hambatan dalam implementasi kebijakan 
kartu tani. 

a. Kondisi lingkungan 
b. Hubungan antar organisasi 
c. Sumber daya 
d. Karakter institusi implementor 

Rondinelli dan Cheema (dalam Erwan 
dan Dyah,2015:90) apa saja paya-upaya 
untuk mengatasi hambatan dalam 
implementasi kebijakan kartu tani. 

a. Kondisi lingkungan 
b. Hubungan antar organisasi 
c. Sumber daya 
d. Karakter institusi implementor 

 

Petani menjadi sejahtera, meningkatkan usaha petani, dan berdampak 
baik terhadap perekonomian Kabupaten Sumedang Khususnya disektor 

pertanian. 



47 
 

 
 

2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 Adapun pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut.  

Tabel 2.2 
Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Fokus 
Permasalahan 

Fokus Teori Indikator Item 

Implementasi 
Kebijakan 
Program Kartu 
Tani  
Menurut Van Meter 
dan Van Horn yang 
dikutip oleh (Leo 
Agustino,2016:133) 

1. Ukuran dan Tujuan 
Kebijakan  

1. Kemampuan 
pelaksana 
kebijakan  

2. Kemampuan 
masyarakat  

1 
 

 
2 

2. Sumber Daya 1. Sarana dan 
Prasarana  

2. Sumber daya 
manusia  

3. Sumber daya 
finansial  

3 
 

4 
 
5 

3. Karakteristik Agen 
Pelaksana 

1. Adanya standar 
operasional 
prosedur(SOP) 

2. keseimbangan 
cakupan luas 
wilayah dengan 
jumlah agen 
pelaksana 
 

 
6 
 
 
 
7 

4. Sikap/Kecenderungan 
Para Pelaksana 

1. Respon agen 
pelaksana dan 
masyarakat 

 
8 

5. Komunikasi Antar 
Organisasi dan 
Aktivitas Para 
Pelaksana 

1. Adanya 
koordinasi  

2. Adanya 
monitoring 
aktivitas kegiatan 
 

 
9 
 

10 
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6. Lingkungan 
Ekonomi, Sosial, dan 
Politik 

1. Pengaruh kondisi 
ekonomi, sosial, 
politik 

 
11 
 

 

Faktor 
Penghambat 
Implementasi 
Kebijakan  
Menurut Rondinelli 
dan Cheema 
dikutip oleh (Erwan 
dan Dyah,2015:90) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Kondisi Lingkungan 1. komunikasi 
pelaksana dengan 
masyarakat 

2. Kondisi 
lingkungan 
ekonomi, sosial 
dan politik 

 
12 

 
13 

 

2. Hubungan Antar 
Organisasi 

1. Kurangnya 
koordinasi antar 
pihak pelaksana 
dengan 
masyarakat 

2. Kurang intensitas 
pemberian 
informasi kepada 
masyarakat 

3. Ketepatan dalam 
penyampaian  
tujuan kebijakan 
kepada 
masyarakat 

14 
 
 
 

 
15 
 

 
 

16 

3. Sumber Daya 1. Kurangnya 
dukungan 
Sumber daya 
manusia yang 
berkualitas 

2. Kurang dukungan 
sumber daya 
finansial 

3. Kurangnya  
sumberdaya 
informasi dan 
sebagainya 
 

 
17 
 
 

 
18 
 
 

19 

4. Karakteristik Institusi 
Implementor 

1. Kurangnya 
komunikasi 
dengan 
masyarakat 
 
 

 
20 
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2. Kurangnya 
pemahaman 
implementor 
  

 
 

21 

Upaya-upaya 
Mengatasi 
Hambatan 
Implementasi 
Kebijakan 
Menurut Rondinelli 
dan Cheema 
dikutip oleh (Erwan 
dan Dyah,2015:90) 

1. Kondisi Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Memiliki 
komunikasi yang 
baik antar 
pelaksana dengan 
masyarakat 

2. kondisi 
lingkungan 
ekonomi, sosial, 
politik yang 
kondusif  

 

22 
 
 
 

 
23 

 
 
 
 

2. Hubungan Antar 
Organisasi 

1. Terjalinya 
koordinasi pihak 
yang terlibat 
dengan 
masyarakat 

2. Intensitas 
informasi  kepada 
masyarakat 
terpenuhi 

3. Ketepatan dalam 
penyampaian 
tujuan kebijakan 
kepada 
masyarakat 
 

24 
 
 
 

 
25 
 
 

 
26 

3. Sumber Daya 1. Memiliki 
dukungan sumber 
daya manusia 
yang 
berkompeten dan 
berkualitas 

2. Dukungan 
sumber daya 
finansial  

 
27 
 
 
 

 
28 
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4. Karakteristik Institusi 
Implementor 

1. Mempunyai 
standar 
operasional 
prosedur  

2. Memiliki 
kejelasan pada  
struktur birokrasi  

 

 
29 
 
 

 
30 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

A. Desain Penelitian 

 Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif atau 

metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitianya 

dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting). Metode kualitatif dinamakan 

sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode 

positivistik karena berlandasan filsafat positivisme, metode ini disebut juga 

sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang 

terpola), dan disebut metode interpretive karena data hasil penelitian lebih 

berkenaan dengan interpretsasi terhadap data yang ditemukan dilapangan.  

 Menurut McMilan dan Schumacker (dalam Siyoto,2015:28) mengatakan 

sebagai berikut. 

“Metode kualitatif adalah sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 
sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap 
manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 
tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahanya”. 
 

 Sedangkan menurut Sugiyono (2016:9) pengertian metode kualitatif sebagai 

berikut.  

“Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 
meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak 
sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
triangulasi (gabungan) , analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”. 
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 Menurut Bogdan dan Biklen  (dalam sugiyono,2005:9) secara umum 

penelitian kualitatif mempunyai karakteristik sebagai berikut. 

1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan 
peneliti adalah instrument kunci 

2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 
berkupa kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 
angka 

3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 
atau outcome  

4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif  
5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramati) 
 

     Postpositivisme Menurut Salim (Tabrani,2015:64) menjelaskan sebagai 

berikut. 

“Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-
kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologi aliran 
ini bersifat critical realism yang memandang bahwa realitas memang ada 
dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal, yang 
mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh 
manusia(peneliti)”.  
 

   Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka peneliti kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya seperti perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan 

sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, dan 

bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengam memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.  

 Desain penelitian ini yang diamati adalah implementasi kebijakan Peraturan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan 

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 
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mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten 

Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini data yang didapat 

lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh sugiyono (2016:205) yaitu bahwa: 

“Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih 
lengkap dan lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan 
dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode 
ini baru dan lebih ‘trendy’, tetapi memang permasalahan lebih tepat 
dicarikan jawabanya dengan metode kualitatif”. 

 
  Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian 

dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi 

sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.  

   Selain itu juga menurut moleong (2011:8-13) terdapat ciri-ciri penelitian 

kualitatif yaitu sebagai berikut. 

1. Latar alamiah  
2. Manusia sebagai alat (instrument)  
3. Metode kualitatif 
4. Analisis data secara induktif  
5. Teori dari dasar (grounded theory) 
6. Deskriptif  
7. Lebih mementingkan proses daripada hasil 
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus 
9. Adnya kriteria khusus untuk keabsahan data  
10. Desain yang bersifat sementara  
11. Hasil penelitia dirundingkan dan disepakati bersama 

 
   Berdasarkan hal tersebut maka dapat digambarkan desain penelitian 

dibawah ini yaitu sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 
Desain Penelitian 

Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian 2021 
 
 
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian  

1. Penentuan Sasaran  

 Dalam melaksanakan penelitian setiap kegiatan pengumpulan data selalu 

berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun 

aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk 

keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian. 

 Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi, 

Spradey yang dikutip oleh sugiyono (2016:48) dinamakan “social situation” atau 

Mengidentifikasi 
fokus permasalahan 

Mencari 
referensi/tinjauan 
pustaka 

Menyusun kisi-
kisi pertanyaan 
penelitian  

Penentuan informan 
penelitian 

Pengumpulan data 
penelitian  

Observasi  Wawancara  Dokumentasi  

Pengolahan dan Analisis data  

Hasil Penelitian  
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situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu “tempat (place), pelaku (actors), 

dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Objek dan Informasi 

penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian 

ini adalah pegawai di Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumedang yang berjumlah 238 orang sudah termasuk petugas penyuluh lapangan. 

2. Informan Penelitian  

    Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari 

informan serta sampel. Informan adalah pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Sumedang yang benar-benar memahami permasalahan dengan 

argument bahwa mereka mengetahui banyak fenomena yang terjadi dilapangan. 

Sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.  

 Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan 

menggunakan Sampling Purposive, menurut Sugiyono (2016:9) adalah: 

“Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.” Dengan demikian, penelitian ini yang jadikan sumber data adalah 

mereka yang ada hubunganya dengan implementasi kebijakan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 

mengenai Kartu Tani. 

 Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut. 

1. Otoritas yang dimiliki oleh informan terutama yang berkaitan mengenai 

Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia 
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No.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani. 

2. Dianggap memiliki informasi yang banyak terutama mengenai Implementasi 

Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.01 Tahun 2020 

tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 

Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani. 

3. Memiliki keterkaitan, baik individu maupun kelompok organisasi tersebut, 

terutama keterkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia No.01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 

Mengenai Kartu Tani. 

 Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 
Informan Penelitian 

No Jabatan Jumlah (Orang) 
1. Sekertaris Dinas 1 
2. Kasi Alat mesin,Pupuk dan Pestisida  1 

3. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 2 
Jumlah 4 

Sumber: Penelitian 2021 
 

 Untuk melengkapi data informan, peneliti mendeskripsikan juga data usia 

dan jenjang pendidikan informan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Deskripsi Informan 

NO Jabatan  Jenjang Pendidikan Usia 
1 Sekertaris Dinas  Sarjana Pertanian 57 
2 Kasi Alat mesin,Pupuk dan 

Pestisida 
Sarjana Pertanian  41 

3 Petugas Penyuluh Lapangan 
(PPL) 

Sarjana Pertanian  52 
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4 Petugas Penyuluh Lapangan 
(PPL) 

Sarjana Sains Terapan 51 

Sumber: Penelitian 2021 
 Dengan demikian, penetapan terhadap 4 orang informan tersebut bisa 

dikatakan layak, tepat dan kapabel mengingat yang bersangkutan berkompeten 

dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan tiap pegawai baik secara 

keseluruhan maupun sebagian tergantung tupoksi dan tingkat wewenang serta 

tanggung jawabnya khususnya yang berhubungan dengan program kartu tani. 

C. Teknik Pengumpulan Data  

 Untuk menunjang metode yang dugunakan dalam memperoleh informasi 

dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut. 

1. Studi kepustakaan yaitu pengmpulan data dengan mempelajari literatur, buku-

buku ilmiah, laporan-laporan, arsip serta dokumen tertulis, yang berkaitan 

dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang dalam pencarian 

data. 

2. Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung 

dilapangan sebagai berikut. 

a) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek 

penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut dalam proses bekerja.  

b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan 

kepada pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan 

mengajuka sejumlah pertanyaan secara lisan dan mendalam sesuai dengan 

arah pedoman wawancara. 
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c) Dokumentasi yaitu pengumpulan data berupa rekaman hasil wawancara, 

photo-photo, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil 

wawancara dan observasi. 

d) Triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dengan 

menggunakan tiga point yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi “teknik” Pengumpulan data 
Sumber: Sugiono, 2018 

 
D. Prosedur Pengolahan Data  dan Analisis data 

    Untuk mengolah data dari hasil wawancara dan hasil observasi, peneliti 

melakukan pengolahan data yang ditempuh kepada teknik analisis data mengutip 

dari Model Miles dan Huberman (2014:12) yaitu sebagai berikut. 

1) Data reduction (Reduksi data) 

Data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

Observasi  

Wawancara  

Sumber data 
sama 

Dokumentasi  
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta 

mencarinya bila diperlukan.  

2) Data display (Penyajian data) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data 

terorganisir, tersusun dalam pola hubunga sehingga akan semakin mudah 

dipahami.  

3) Conclusion drawing/verification (Penarikan kesimpilan/Verifikasi) 

Kesilmpulan dalam penelitian yang diharapkan merupakan penemuan baru yang 

berupa deskripsi atau gambaran dari sebelumnya yang masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori.  

4) Triangulasi  

Merupakan teknik pengolahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan  

pengecekan atau pembandingan. 

 

 

 

  

 

Data 
display 

Data 
reduction 

Conclusions:dra
wing/verifying 

Data 
collection 

Gambar 3.3 Komponen Analisis data 
Sumber: Sugiyono (2018:247) 
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E. Lokasi dan Jadwal Penelitian 

    Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Analisis Implementasi 

Kebijakan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 

2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor 

Pertanian Tahun Anggaran 2020 Mengenai Kartu Tani Di Dinas Pertanian Dan 

Ketahan Pangan Kabupaten SumedangPenelitian ini dilaksanakan di Dinas 

Pertanian dan Ketahan Pangan Kabupaten Sumedang dengan jadwal penelitian 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 

Jadwal Penelitian 
 

 
No 

 
KEGIATAN 

Oktober November Desember  
Januari 

Febuari Maret April Mei Juni 
 

Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Tahap 

Persiapan 
 

Study 
Kepustakan 

                                        

Observasi 
Awal 

   
 

                                     

Pengajuan 
Judul 

                                        

Pembuatan 
Proposal 

                                        

Seminar 
Proposal 

                                        

2 Tahap 
Penyusunan 

 

Data    Collection 

Data    Reduction 

Conclusion 
Drawing/  

Verification 

Data        Display 

Sumber: Sugiyono (2017:247) 
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Observasi                                         
Wawancara                                         

3 Penyusuna 
Skripsi 

 

Pengolahan 
Data 

                                        

Analisis 
Data 

                                        

4 Persiapan 
Sidang 

                                        

5. Perbaikan 
Sidang 

                                        

6 Publikasi                                         
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan maka menyimpulkan akhir 

tentang Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi mengenai Kartu di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumedang secara umum telah berjalan dengan baik dan masih dalam tahap 

pengembangan kebijakan. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 

mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Sumedang belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada BAB IV yang meliputi 

ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap 

atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan 

lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu sebagai berikut. 

a. Sumber daya kurang baik hal ini disebabkan oleh kurangnya dorongan dari 

sumber daya finansial baik dari pihak bank yang ikut serta membantu 

memberikan dorongan finansial maupun pemerintah pusat. 
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b. Karakteristik agen pelaksana kurang baik hal ini disebabkan oleh kurang 

seimbang cakupan luas wilayah dengan jumlah agen pelaksana yang 

kurang sesuai. 

c. Sikap atau kecenderungan para pelaksana kurang baik hal ini disebabkan 

oleh respon dari masyarakat yang kurang baik merasa ribet. 

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut. 

a. Adanya kepemilikan tanah guntai sehingga menyulitkan untuk melakukan 

sosialisasi dengan para petani. 

b. Kurangnya pemahaman para petani disebabkan rentang usia yang sudah 

tidak mudah lagi sehingga sulit memahami informasi yang diberikan oleh 

para petugas penyuluh mengenai kebijakan tersebut. 

c. Kurangnya dorongan dari sumber daya manusia dan finansial  

d. Kurangnya pemahaman implementor yang mengakibatkan terganggunya 

kinerja dari implementasi kebijakan. 

3. Upaya untuk mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan Alokasi dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi mengenai Kartu Tani di Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang antara lain sebagai berikut. 

a. Kondisi lingkungan. Upaya untuk mengatasi permasalahan kodisi 

lingkungan menjalin komunikasi yang baik antar pelaksana dengan 

masyarakat, serta pemilik kios harus memiliki stok pupuk yang lebih agar 

kondisi lingkungan kondusif. 
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b. Hubungan antar organisasi. upaya untuk mengatasi permasalahan hubungan 

antar pelaksana dengan masyarakat yaitu dengan kegiatan sosialisasi 

dilakukan dengan dua pendekatan kepada masyarakat yaitu melalui zoom 

meeting dan tatap muka dengan dibatasi jumlah masyarakat, serta penyuluh 

juga melakukan pendekatan sosialisasi perindividu supaya masyarakat 

dapat memahami dengan jelas. 

c. Sumber daya. upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut harus 

ditingkatkan kembali kemampuannya dengan melakukan bimbingan teknis 

bagi para penyuluh sekaligus masyarakatnya. 

d. Karakteristik implementor . upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut 

yaitu dengan adanya struktur birokrasi dan SOP yang jelas dan mudah 

dipahami dapat mengatasi permasalahan terhadap kinerja implementasi 

kebijakan tersebut. 

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa 

rekomendasi yaitu  

1. Diadakannya kegiatan bimbingan atau pelatihan teknis bagi para petugas 

penyuluh dan masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia dapat 

meningkat dan menjadi pendorong implementasi kebijakan tersebut. 

2. Meningkatkan dan memperkuat hubungan komunikasi antar pelaksana 

yang terlibat dengan masyarakat hal ini dapat dicapai dengan upaya-upaya 

tersebut. 
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3. Dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat tiap kecamatan pada 

saat melakukan sosialisasi tentang kebijakan alokasi dan harga eceran 

tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani di Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. 

4. Melakukan rapat rutin setiap minggu dengan pelaksana yang terlibat, 

dengan adanya rapat rutin para pelaksana dapat dengan mudah memahami 

dan mengatasi permasalahan dalam implementasi kebijakan alokasi dan 

harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang. 

  Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian kebijakan alokasi 

dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi mengenai kartu tani di Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang dikarenakan sekarang 

belum baik pelaksanaanya. 
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